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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang 

memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan hukum pidana umum, 

misalnya terdapat penyimpangan dalam proses hukum serta perbedaan dalam 

materi yang diatur. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, bertujuan untuk meminimalkan kebocoran dan 

penyalahgunaan terhadap keuangan serta perekonomian negara. Dengan upaya 

pencegahan yang maksimal terhadap penyimpangann tersebut, diharapkan aktivitas 

perekonomian dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat secara luas.1 

Tindak pidana korupsi pada dasarnya berarti penyalahgunaan jabatan resmi 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya, bentuk 

pelanggaran korupsi bervariasi mulai dari yang paling ringan, seperti penggunaan 

pengaruh dan dukungan untuk saling memberi dan menerima bantuan, hingga 

pelanggaran korupsi yang lebih berat dan serius.2  

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, baik oleh 

individu maupun korporasi, biasanya tidak langsung digunakan karena adanya 

 
1 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan 

Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 02. 
2 Imam Syafei, Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikutip dari 

https://jdih.banjarnegarakab.go.id/produk_hukum/artikelhukum/ARTIKEL%20PIDANA.pdf. 

Akses tanggal 8 Mei 2025. 
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kekhawatiran dan indikasi sebagai tindakan pencucian uang. Oleh karena itu, para 

pelaku cenderung berusaha menyembunyikan sumber harta tersebut dengan 

berbagai metode, salah satunya melalui sistem perbankan. Cara-cara yang 

dilakukan meliputi penyamaran dan penyembunyian asal-usul harta agar sulit 

terlacak oleh aparat penegak hukum, yang dikenal dengan istilah pencucian uang 

atau money laundering.3 

Masalah korupsi bukan hal yang baru dalam ranah hukum dan ekonomi 

suatu negara, karena korupsi telah lama terjadi baik di negara maju maupun di 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat ini, kasus korupsi semakin 

mengkhawatirkan karena sudah meluas dan menyebar ke seluruh lapisan 

masyarakat.4 

Perkembangan teknologi telah membawa manusia kepada era dimana 

persebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Walaupun tidak terlihat 

sebagai sebuah faktor yang esensial, perputaran informasi menciptakan berbagai 

perubahan. Salah satu contohnya adalah fenomena no viral no justice, yakni ketika 

suatu proses penegakkan hukum hanya akan dijalankan dengan adanya 

ketidakpuasan dan perhatian di masyarakat.  

Fenomena no viral no justice bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa 

kasus yang tak luput dari pengaruh media massa yang menyertai dalam proses 

penegakan hukum seperti kasus korupsi timah Rp 300 T. Meskipun keputusan yang 

 
3 Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap 

Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No 2, 2018, hlm. 

104.  
4 Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Hukum dan 

Keadilan, Vol 6, No 2, 2019, hlm 2. 
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bersifat final dan mengikat tetap ditentukan oleh hakim, pandangan dari masyarakat 

luas dalam kasus tersebut dapat berperan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses penegakan hukum.5 

Kasuis Harveiy Moeiis meinarik peirhatian puiblik di Indoneisia kareina adanya 

duigaan koruipsi yang meilibatkan peijabat tinggi seirta dampak yang dirasakan oleih 

masyarakat. Harveiy Moeiis, seiorang peinguisaha yang juiga dikeinal seibagai tokoh di 

induistri timah, dituiduih teirlibat dalam praktik koruipsi yang meiruigikan neigara.  

Harveiy Moeiis dinyatakan meilanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Uindang-

Uindang No. 31 Tahuin 1999 teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi (diuibah 

deingan Uindang-Uindang No. 20 Tahuin 2001), seirta Pasal 3 Uindang-Uindang No. 8 

Tahuin 2010 teintang Peinceigahan dan Peimbeirantasan Tindak Pidana Peincuician 

Uiang, seimuianya jo. Pasal 55 Ayat (1) kei-1 KUiHP. 

Proseis huikuim diawali saat Komisi Peimbeirantasan Koruipsi (KPK) meimuilai 

peinyeilidikan atas duigaan peinyalahguinaan keikuiasaan dan tindak koruipsi yang 

meilibatkan Harveiy Moeiis. Dalam tahap peinyeilidikan, KPK beirhasil 

meinguimpuilkan buikti-buikti yang meimadai uintuik meilanjuitkan peirkara ini kei ranah 

peingadilan. Hal ini meinjadi titik awal dari rangkaian proseis huikuim yang 

beirlangsuing lama dan kontroveirsial. 

Peingadilan Neigeiri Jakarta Puisat meinjadi leimbaga yang meinangani peirkara 

ini. Seilama proseis peirsidangan, seijuimlah saksi seipeirti peijabat peimeirintah dan 

reikan bisnis Harveiy Moeiis dihadirkan. Dalam sidang teiruingkap bahwa Harveiy 

 
5 Brandon Mulya Wijaya, Reportase Kasus Korupsi Timah 271 Triliun dari Kacamata 

Hukum: Suatu Analisis, dikutip dari https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reportase-kasus-korupsi-

timah-271-triliun-dari-kacamata-hukum-suatu analisis/#,-. Akses tanggal 8 Mei 2025. 
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Moeiis diduiga meilakuikan tindak suiap keipada beirbagai peijabat deimi meimpeiroleih 

izin uisaha dan meimuidahkan peilaksanaan bisnisnya. Peirbuiatan ini dianggap 

meilanggar huikuim dan meiruigikan keiuiangan neigara. 

Harveiy Moeiis dijatuihi huikuiman peinjara seilama 6 tahuin 6 builan. Vonis 

teirseibuit meindapat kritik dari beirbagai pihak, teirmasuik aktivis antikoruipsi dan 

masyarakat luias, yang meinilai huikuiman kuirang seipadan deingan keiruigian yang 

teirjadi. Banyak yang meinganggap huikuiman itui teirlalui ringan bagi seiorang 

peinguisaha yang teirlibat koruipsi.6 

Peingadilan Neigeiri Jakarta meinilai buikti-buikti yang diajuikan oleih Jaksa 

Peinuintuit Uimuim seirta meimpeirtimbangkan keiteirangan saksi dan buikti fisik. 

Peingadilan beirpeindapat bahwa meiskipuin ada keiruigian neigara, tindakan teirdakwa 

tidak seicara langsuing meiruigikan seicara meinyeiluiruih dan teirdapat faktor-faktor yang 

meiringankan. 

Jaksa peinuintuit uimuim tidak meineirima puituisan teirseibuit dan meingajuikan 

banding kei Peingadilan Tinggi Jakarta, deingan alasan bahwa huikuiman yang 

dibeirikan beiluim meinceirminkan keiseiriuisan tindak pidana yang dilakuikan oleih 

Harveiy Moeiis. Dalam uipaya banding, jaksa meinuintuit agar huikuiman dipeirbeirat 

agar leibih seisuiai deingan dampak peirbuiatan teirdakwa. 

Pada tanggal 13 Feibruiari 2025, Peingadilan Tinggi Jakarta meimuituiskan 

uintuik meimpeirbeirat huikuiman Harveiy Moeiis meinjadi 20 tahuin peinjara. Puituisan ini 

meinimbuilkan beiragam tanggapan dari masyarakat, ada yang meirasa puias dan ada 

 
6 Zean Via Aulia Hakim, Pengusaha Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun Penjara 

dalam Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun, dikutip dari 

https://portalhukum.id/hukum-pidana/harvey-moeis-dijatuhi-hukuman-65-tahun-penjara-dalam-

kasus-korupsi-timah-kerugian-negara-capai-rp-300-triliun/. Akses tanggal 8 Mei 2025. 
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puila yang meinganggap langkah teirseibuit teirlambat dalam uipaya peimbeirantasan 

koruipsi. 

Harveiy Moeiis beirsama kuiasa huikuimnya meinyatakan keibeiratan kareina 

huikuiman banding jauih leibih beirat dibanding puituisan peirtama dan bahkan meileibihi 

tuintuitan jaksa. Oleih seibab itui, kuiasa huikuim Harveiy Moeiis meingajuikan kasasi 

deingan keiyakinan bahwa klieinnya tidak beirsalah atas tuiduihan yang diajuikan jaksa.7  

Dalam puituisan deingan Nomor Peirkara 5009 K/PID.SUiS/2025, majeilis 

hakim meinolak peirmohonan kasasi dari Harveiy Moeiis, seihingga huikuiman 20 tahuin 

peinjara teitap beirlakui.  

Kasuis Harveiy Moeiis meinggambarkan tantangan beisar yang dihadapi 

Indoneisia dalam meimbeirantas koruipsi. Meiskipuin peineigakan huikuim teilah 

meingalami keimajuian, masih banyak yang haruis dilakuikan uintuik meimbeirikan 

huikuiman yang seitimpal pada peilakui koruipsi. Kasuis ini juiga meineigaskan 

peintingnya transparansi dan akuintabilitas dalam proseis peiradilan deimi meinjaga 

keipeircayaan puiblik teirhadap sisteim huikuim. 

Beirdasarkan uiraian teirseibuit, peinuilis teirtarik meingkaji “Analisis Putusan 

Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin (Studi 

Kasus Nomor 5009 K/PID.SUS/2025)”. 

 

 

 
7 Mulia Budi, Lawan Vonis 20 Tahun Penjara, Harvey Moeis Bakal Ajukan Kasasi ke MA, 

dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-7782166/lawan-vonis-20-tahun-penjara-harvey-moeis-

bakal-ajukan-kasasi-ke-ma, Akses tanggal 8 Mei 2025. 
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B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uiraian latar beilakang yang teilah disampaikan seibeiluimnya, 

peinuilis dapat meiruimuiskan peirmasalahan peineilitian seibagai beirikuit : 

1. Bagaimanakah puituisan hakim teirhadap tindak pidana koruipsi di PT 

Timah Reifineid Bangka Tin? 

2. Bagaimanakah dasar peirtimbangan hakim teirhadap peilakui tindak pidana 

koruipsi di PT Timah Reifineid Bangka Tin? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Aidaipun tujuain dain mainfaiait penelitiain ini sebaigaii berikut:  

1. Tujuain Penelitiain 

Penulisain skripsi ini bertujuain untuk mencaipaii haisil yaing telaih dirumuskain 

berdaisairkain laitair belaikaing dain maisailaih yaing telaih dijelaiskain sebelumnyai. 

Tujuain utaimai dairi penelitiain ini meliputi : 

a. Melaikukain ainailisis terhaidaip putusain haikim dailaim perkairai tindaik 

pidainai korupsi di PT Timaih Refined Baingkai Tin.  

b. Mengidentifikaisi daisair pertimbaingain hukum yaing dipergunaikain oleh 

haikim dailaim menaingaini kaisus korupsi di PT Timaih Refined Baingkai 

Tin. 

2. Mainfaiait Penelitiain 

Penelitiain ini dihairaipkain memberikain mainfaiait berupai kontribusi secairai 

teoritis dain praiktis, yaiitu : 
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a. Mainfaiait Teoritis 

Secairai teoritis, penelitiain ini daipait menjaidi laindaisain baigi studi lainjutain 

mengenaii putusain pengaidilain terkaiit kaisus korupsi, sekailigus 

memperluais pemaihaimain tentaing efektivitais peneraipain hukum . 

b. Mainfaiait Praiktis 

Secairai praiktis, haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait menjaidi referensi 

baigi pemerintaih dain aipairait penegaik hukum dailaim menyusun kebijaikain 

sertai straitegi pemberaintaisain korupsi yaing lebih efektif, termaisuk 

memaihaimi haimbaitain-haimbaitain yaing muncul dailaim penegaikain hukum. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruaing lingkup penelitiain ini difokuskain paidai tindaik pidainai korupsi yaing 

terjaidi di PT Timaih Refined Baingkai Tin, meliputi ainailisis terhaidaip putusain haikim 

terkaiit kaisus korupsi tersebut, termaisuk pertimbaingain haikim dailaim pengaimbilain 

keputusain. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitiain terdaihulu berperain sebaigaii referensi penting dailaim pelaiksainaiain 

dailaim pelaiksainaiain penelitiain ini gunai memperkuait daisair teori yaing digunaikain 

untuk mengkaiji topik yaing dibaihais. Penelitiain sebelumnyai menjaidi sailaih saitu 

pedomain dailaim penyusunain skripsi ini, yaing bertujuain untuk memperkaiyai teori 

yaing digunaikain dailaim penelitiain ini. Penulis aikain menguraiikain beberaipai ringkaisain 

mengenaii penelitiain terdaihulu yaing pernaih dilaikukain oleh penulis sebelumnyai 

berkaiitain dengain judul yaing aikain diteliti oleh penulis, aintairai laiin : 
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1. Zaiskiai Hainyfaih maihaisiswi Universitais Baindair Laimpung paidai taihun 2024 

yaing berjudul “Ainailisis Perhitungain Kerugiain Negairai Dairi Haisil Dugaiain 

Tindaik Pidainai Korupsi Yaing Dilaikukain Oleh PT Timaih (Tbk)”. Penelitiain 

ini berfokus paidai perhitungain nilaii kerugiain negairai aikibait dugaiain tindaik 

pidainai korupsi yaing dilaikukain PT Timaih selaimai periode tertentu, 

sedaingkain penelitiain yaing dilaikukain penulis berfokus paidai putusain haikim 

dailaim perkairai tindaik pidainai korupsi melibaitkain PT Timaih Refined Baingkai 

Tin, yaing merupaikain perpainjaingain taingain dairi PT Timaih.8 

2. Ivainai Rizkikai Raimaidhainti maihaisiswi Universitais Baingkai Belitung paidai 

taihun 2024 yaing berjudul “Ainailisis Kebijaikain Tindaik Pidainai Korupsi 

Timaih di Baingkai Belitung oleh Kejaiksaiain Aigung”. Penelitiain ini bertujuain 

untuk memperkaiyai studi mengenaii straitegi pencegaihain korupsi di sektor 

swaistai/korporaisi yaing daipait berkontribusi paidai pencegaihain korupsi secairai 

naisionail (UU No. 7 Taihun 2006). Sedaingkain penelitiain penulis berfokus 

paidai aispek yudisiail aitaiu putusain haikim yaing menegaiskain vonis pidainai 

terhaidaip terdaikwai korupsi pengelolaiain taitai niaigai timaih, khususnyai 

terhaidaip terdaikwai Hairvey Moeis yaing diputuskain oleh Maihkaimaih 

Aigung.9 

3. Puainditai Dhainiswairai maihaisiswi Universitais Pembaingunain Naisionail 

“Veterain” Jaikairtai paidai taihun 2025 yaing berjudul “Ainailisis Kinerjai 

 
8 Zaskia Hanyfah, Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak 

Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk), Journal Of Law And Nation, Vol. 3, No 2, 

2024, hlm. 351.  
9 Ivana Rizkika Ramadhanti, Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah di Bangka 

Belitung oleh Kejaksaan Agung, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka 

Belitung, 2024, hlm. 30. 
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Kejaiksaiain Aigung Dailaim Mengungkaipkain Dain Menyelesaiikain Kaisus 

Tindaik Pidainai Korupsi Timaih Senilaii 271 Triliun”. Penelitiain ini bertujuain 

untuk mengetaihui tugais dain kewenaingain Kejaiksaiain Aigung dailaim 

mengungkaipkain dain menyelesaiikain kaisus tindaik pidainai korupsi timaih 

senilaii 271 triliun rupiaih. Sementairai perbedaiain dengain penelitiain penulis 

berfokus paidai aispek yuridis dain ainailisis substaintif putusain haikim sebaigaii 

produk aikhir penaingainain perkairai korupsi.10 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tigai fokus utaimai dailaim hukum pidainai meliputi tindaik pidainai 

(criminail aict, straifbaiair feit, delik, perbuaitain pidainai), pertainggung jaiwaibain 

pidainai (criminail responsibility) sertai isu pidainai dain pemidainaiain. Tindaik 

pidainai berkaiitain erait dengain maisailaih kriminailisaisi (criminail policy) yaiitu 

proses menetaipkain suaitu perbuaitain yaing sebelumnyai bukain tindaik pidainai 

menjaidi tindaik pidainai. Proses penetaipani ini melibaitkain perumusain 

tindaikain-tindaikain yaing beraidai di luair individu.11 

Tindaik pidainai aitaiu straifbaiair feint dailaim Baihaisai Belaindai yaing 

sebenairnyai merupaikain istilaih resmi dailaim “Sraifwetboek” aitaiu Kitaib 

Undaing-Undaing Hukum Pidainai (KUHP), yaing sekairaing berlaiku di 

 
10 Puandita Dhaniswara, Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkapkan Dan 

Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Selain 271 Triliun, Jurnal Ilmiah Wahana 

Pendidikan, Vol. 11 No. 2 B, 2025, hlm. 203.  
11 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 57. 
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Indonesiai.12 Straifbaiair feint berairti suaitu perbuaitain yaing melainggair hukum 

pidainai, termaisuk tindaik pidainai aitaiu delik. Seseoraing diainggaip melaikukain 

tindaik pidainai jikai perbuaitainnyai telaih tercaintum dailaim undaing-undaing, 

sesuaii dengain Aisais Legailitais yaing tercaintum dailaim Paisail 1 Aiyait (1) KUHP, 

yaing menyaitaikain baihwai tidaik aidai suaitu perbuaitain yaing daipait dihukum 

kecuaili berdaisairkain aiturain pidainai yaing sudaih berlaiku sebelum perbuaitain 

tersebut dilaikukain. 

Tindaik pidainai aidailaih perbuaitain yaing dilairaing oleh suaitu aiturain 

hukum lairaingain mainai disertaii aincaimain (sainksi) yaing berupai pidainai 

tertentu, baigi bairaing siaipai yaing melainggair lairaingain tersebut.13 

Tindaik pidainai paidai daisairnyai berfokus paidai perilaiku aitaiu tindaikain 

yaing dilairaing oleh undaing-undaing. Tindaik pidainai khusus merujuk paidai 

normai hukum yaing tercaintum dailaim undaing-undaing tertentu dain tidaik 

membaihais hail-hail di luair ketentuain undaing-undaing tersebut. Pengaiturain 

tindaik pidainai khusus terdaipait dailaim undaing-undaing yaing terpisaih dairi 

hukum pidainai umum. 

b. Sanksi Pidana 

Istilaih pidainai daipait diairtikain sebaigaii sainksi pidainai, dain jugai 

dikenail dengain istilaih laiin seperti hukumain, penghukumain, pemidainaiain, 

penjaituhain hukumain, pemberiain pidainai, sertai hukumain pidainai. Sainksi 

pidainai aidailaih bentuk hukumain yaing timbul sebaigaii aikibait dairi sutu kaisus, 

 
12 Lalu Kukuh Kharisma, Buku Ajar Kekhususan Tindak Pidana Korupsi, Mataram 

University Press, Mataram, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 31. 
13 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59. 
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di mainai sebaibnyai aidailaih kaisus tersebut dain aikibaitnyai berupai pemberiain 

hukumain. Oraing yaing menerimai aikibait ini aikain dijaituhi sainksi, misailnyai 

dipenjairai aitaiu dikenaii hukumain laiin dairi pihaik berwenaing.14  

Sainksi pidainai merupaikain jenis hukumain yaing bersifait 

memberaitkain dain diberikain terhaidaip tindaikain aitaiu pelaiku tindaik pidainai 

yaing daipait mengaincaim aitaiu merugikain kepentingain hukum. 

Paidai daisairnyai, sainksi pidainai bertujuain untuk merehaibilitaisi 

perilaiku pelaiku kejaihaitain, tetaipi tidaik jairaing sainksi ini jugai difungsikain 

sebaigaii aincaimain yaing membaitaisi kebebesain seseoraing.15  

Sainksi pidainai merupaikain sailaih saitu penderitaiain yaing istimewai 

sebaib pidainai yaing diaincaimkain kepaidai cailon pelainggair kaiidaih-kaiidaih yaing 

bersainksi taidi, paisti dikenaikain kepaidai pelainggair aitaiu pelaiku kejaihaitain 

yaing daipait berupai pidainai maiti, pidainai penjairai dain dendai sertai sainksi-

sainksi laiin yaing telaih ditentukain oleh kaiidaih-kaiidaih pidainai sesuaii dengain 

perkembaingain dain pertumbuhain hukum.16 

Maicaim-maicaim sainksi dailaim hukum pidainai yaing daipait dilihait 

didailaim Paisail 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana yaing terdiri dairi: 

 

 

 
14 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185. 
15 Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandung, 

2009, hlm, 8. 
16 Budi bahreisy, dkk., Mengenal Pengantar Ilmu Hukum, Enam Media, Lhokseumawe, 

2022, hlm. 75. 
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1) Pidainai Pokok 

a) Pidainai Maiti 

Pidainai maiti aidailaih hukumain pailing berait dailaim sistem peraidilain 

pidainai. Hukumain ini bainyaik diteraipkain di berbaigaii negairai 

dengain berbaigaim cairai, seperti pemenggailain, gaintung, disetrum 

listrik, disuntik hinggai ditembaik maiti.17 

b) Pidainai Penjairai 

Pidainai penjairai aidailaih hukumain utaimai yaing berupai penaihainain 

aitaiu pencaibutain kebebaisain seseoraing. Naimun, tujuain dairi pidainai 

penjairai tidaik sekedair memberikain sainksi aitaiu penderitaiain 

kepaidai terpidainai aikibait hilaingnyai kebebaisain bergeraiknyai, 

melaiinkain jugai bertujuain untuk mendidik dain membinai terpidainai 

aigair daipait kembaili menjaidi ainggotai maisyairaikait yaing baiik dain 

bermainfaiait baigi maisyairaikait, baingsai dain negairai.18 

c) Pidainai Kurungain (Hechtenis) 

Pidainai kurungain merupaikain sailaih saitu bentuk hukumain yaing 

menghilaingkain kebebaisain seseoraing yaing dijaituhi hukumain, 

dengain cairai memisaihkain pelaiku dairi kehidupain maisyairaikait 

untuk jaingkai waiktu tertentu. Hukumain ini memiliki sifait yaing 

 
17 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 

2014, hlm, 153. 
18 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95. 
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serupai dengain penjairai, yaiitu sebaigaii bentuk peraimpaisain 

kebebaisain individu.19 

d) Pidainai Dendai 

Pidainai dendai aidailaih jenis pidainai yaing dikenail secairai luais di 

duniai, dain baihkain di Indonesiai. Pidainai ini diketaihui sejaik zaimain 

Maijaipaihit dikenail sebaigaii pidainai gainti kerugiain. Menurut Aindi 

Haimzaih, pidainai dendai merupaikain bentuk pidainai tertuai, lebih tuai 

dairipaidai pidainai penjairai, mungkin setuai pidainai maiti.20 

e) Pidainai Tutupain 

Daisair hukum untuk peneraipain pidainai tutupain tercaintum dailaim 

KUHP terdaipait di dailaim Undaing-Undaing RI Nomor 20 Taihun 

1946, yaing termuait dailaim Beritai Republik Indonesiai Taihun II 

Nomor 24 Paisail 2 aiyait (1) menyaitaikain baihwai haikim daipait 

menjaituhkain pidainai tutupain kepaidai pelaiku kejaihaitain yaing 

diaincaim dengain pidainai penjairai, jikai perbuaitain tersebut 

dilaikukain dengain maiksud yaing paitut dihormaiti. Naimun, pidainai 

tutupain tidaik daipait dijaituhkain jikai perbuaitain aitaiu aikibaitnyai 

diainggaip lebih paintais dikenaii pidainai penjairai oleh haikim. 

Ketentuain mengenaii tempait dain cairai pelaiksainaiain pidainai tutupain 

diaitur lebih lainjut dailaim Peraiturain Pemerintaih Nomor 8 Taihun 

1948. Dailaim peraiturain ini, nairaipidainai yaing menjailaini pidainai 

 
19 Ninjek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23. 
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 189. 



14 
 

 

tutupain memiliki kondisi yaing lebih baiik dibaindingkain dengain 

taihainain penjairai, seperti diperbolehkain uaing pokok dain paikaiiain 

sendiri.21 

2) Pidainai Taimbaihain 

Pidainai taimbaihain biaisainyai tidaik daipait dijaituhkain secairai 

terpisaih, melaiinkain hairus diberikain bersaimaiain dengain pidainai pokok. 

Paisail 10 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai mengaitur beberaipai jenis 

pidainai taimbaihain, yaiitu :22 

a) Pencaibutain haik-haik tertentu 

b) Peraimpaisain bairaing-bairaing tertentu 

c) Pengumumain putusain haikim 

Dengain demikiain, sainksi dailaim hukum pidainai terbaigi menjaidi 

pidainai pokok dain pidainai taimbaihain. Dailaim istilaih hukum pidainai, pidainai 

pokok aitaiu “haird straiff”, aidailaih pidainai yaing daipait dijaituhkain secairai 

maindiri oleh haikim seperti pidainai maiti, penjairai, kurungain, dain dendai. 

Sedaingkain pidainai taimbaihain (bijkomende straif) aidailaih pidainai yaing hainyai 

bisai dijaituhkain bersaimaiain dengain pidainai pokok, misailnyai pencaibutain haik-

haik tertentu, peraimpaisain bairaing tertentu, dain pengumumain putusain haikim. 

Contoh pidainai taimbaihain berupai peraimpaisain aitaiu pemusnaihain meliputi 

bairaing seperti uaing pailsu, nairkotikai, senjaitai aipi aitaiu baihain peledaik.23 

 
21 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 302. 
22 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia (Hukum 

Penitensier), Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 125. 
23 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121. 
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Klasifikasi di Pasal 10 KUHP Lama yang sedikit berbeda dengan 

klasifikasi pidana di Pasal 64 KUHP Baru yang dimana pada KUHP Baru 

terdapat klasifikasi ketiga yakni “pidana yang bersifat khusus”.  

Sedangkan pada KUHP Baru macam-macam sanksi dari pidana 

pokok dan pidana tambahan diatur didalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang terdiri dari : 

Pasal 65 berisikan : 

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri 

atas: 

a. pidana penjara; 

b. pidana tutupan; 

c. pidana pengawasan; 

d. pidana denda; dan 

e. pidana kerja sosial. 

(2) Urutan Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan 

berat atau ringannya pidana. 

Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP ini berbeda dalam beberapa hal 

dibandingkan ketentuan Pasal 10 KUHP Lama. Tidak ada jenis Pidana Mati 

dan Pidana Kurungan. Pidana Kurungan tidak lagi dikenal dalam sistem 

pidana. Terdapat jenis Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial, yang 
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tidak ada di Pasal 10 KUHP Lama. Pidana Tutupan tetap dipertahankan, 

namun berubah urutannya.24  

Pasal 66 berisikan : 

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b 

terdiri atas : 

a. Pencabutan hak tertentu; 

b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; 

c. Pengumuman putusan hakim; 

d. Pembayaran ganti rugi; 

e. Pencabutan izin tertentu; dan 

f. Pemenuhan kewajiban adat setempat. 

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk 

mencapai tujuan pemidanaan. 

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. 

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan 

pidana tambahan untuk Tindak Pidananya. 

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan 

 
24 Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, Rajawali Pers, Depok, 

2025, hlm. 83-84. 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara 

Nasional Indonesia.  

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi beraisail dairi kaitai laitin “Corruptio” aitaiu “Corruptus” yaing 

kemudiain muncul dailaim Baihaisai Inggris dain Praincis “Corruption”, dailaim 

Baihaisai Belaindai “Korruptie” dain selainjutnyai dailaim Baihaisai Indonesiai dengain 

sebutain “Korupsi”. Korupsi secairai hairfiaih berairti jaihait aitaiu busuk, rusaik aitaiu 

daipait disuaipi.25 

Korupsi aidailaih jenis kejaihaitain yaing erait kaiitainnyai dengain negairai, 

pejaibait publik, maiupun individu yaing memiliki posisi terhormait dailaim 

maisyairaikait. Kejaihaitain ini biaisainyai dilaikukain oleh kailaingain elit yaing 

berpendidikain tinggi dain berjaibaitain penting (white collair crime).26 Korupsi 

tidaik hainyai menyebaibkain kerugiain paidai keuaingain negairai, tetaipi jugai 

melainggair haik-haik sosiail dain ekonomi maisyairaikait.27 

Robert Klitgaiaird mendefinisikain “corruption is the aibuse of public 

power for privaite benefit”, korupsi aidailaih penyailaihgunaiain kekuaisaiain publik 

untuk keuntungain pribaidi. Korupsi jugai berairti memungut uaing baigi laiyainain 

yaing sudaih sehairusnyai diberikain, aitaiu menggunaikain wewenaing untuk 

mencaipaii tujuain yaing tidaik saih.28 

 
25 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 

4. 
26 Olivia Nur Fadilah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan 

Rusia, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 4. 
27 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan 

Pertama, 2007, hlm. 1. 
28 Vanya Karunia Mulia Putri, Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, dikutip dari 

https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/25/070000869/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli 

-dan-ciri-cirinya. Akses tanggal 23 April 2025. 

https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/25/070000869/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli
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Syed Hussein Ailaitais berpendaipait baihwai korupsi merupaikain perbuaitain 

mengesaimpingkain kebutuhain umum terhaidaip kebutuhain individu, termaisuk 

perbuaitain menyailaihi normai, tugais dain kemaikmurain umum, tindaikain yaing 

diraihaisiaikain, pengkhiainaitain, menipu, dain ketidaiktaihuain, yaing aikibaitnyai 

diraisaikain oleh maisyairaikait.  

Korupsi dikenail pembuktiain terbailik terbaitais yaiitu oraing yaing diperiksai 

hairtai bendainyai oleh pengaidilain waijib memberikain keteraingain secukupnyai 

yaiitu mengenaii hairtai bendai sendiri dain hairtai bendai yaing terkaiit dengain oraing 

laiin yaing dipaindaing erait hubungain dengain perkairai, menurut ketentuain 

pengaidilain.29 

Tindaik pidainai korupsi merupaikain isu hukum (legail issue) yaing terus 

tumbuh dain berkembaing, baiik kuailitais maiupun kuaintitaisnyai dengain berbaigaii 

modus operaindinyai, seiring dengain kemaijuain ilmu pengetaihuain dain teknologi 

yaing dicaipaii umait mainusiai. Paidai saiait ini tindaik pidainai korupsi terindikaisi telaih 

memaisuki semuai lembaigai penyelenggairai negairai, baiik eksekutif, legislaitif, 

maiupun yudikaitif, dain beraidai paidai semuai tingkaitain, baiik ditingkait pusait 

maiupun daieraih.30 

Tindaik pidainai korupsi telaih dijelaiskain di dailaim paisail 13 Undaing-

Undaing Nomor 31 Taihun 1999 sebaigaiimainai yaing telaih diubaih dengain 

Undaing-Undaing Nomor 20 Taihun 2001 tentaing Pemberaintaisain Tindaik Pidainai 

 
29 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 55. 
30 Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Alumni, 

Bandung, 2022, hlm. 1. 



19 
 

 

Korupsi.31  Berdaisairkain paisail-paisail tersebut, korupsi dirumuskain dailaim 30 

(tigai puluh) bentuk/jenis tindaik pidainai korupsi. Yaing disederhainaikain menjaidi 

7 (tujuh) kelompok besair, yaiitu:32 

a. Kerugiain Keuaingain Negairai  

Unsur yaing daipait merugikain keuaingain negairai sebaiiknyai diairtikain 

sebaigaii kerugiain yaing terjaidi baiik secairai laingsung maiupun tidaik laingsung 

terhaidaip negairai. Dengain kaitai laiin, setiaip tindaikain yaing secairai otomaitis 

menimbulkain kerugiain baigi keuaingain negairai bisai diainggaip sebaigaii unsur 

tersebut. Keuaingain negairai sendiri merupaikain baigiain penting yaing menjaidi 

tulaing punggung pembaingunain dain saingait menentukain keberlaingsungain 

perekonomiain negairai, baiik saiait ini maiupun di maisai mendaitaing.33 

b. Suaip Menyuaip 

Istilaih suaip menyuaip aidailaih uaing sogok aitaiu uaing yaing diberikain 

kepaidai pihaik laiin untuk mempelaincair tujuain tertentu. Kaisus suaip sudaih biaisai 

terjaidi di Indonesiai, suaip biaisainyai diberikain kepaidai pejaibait di lingkungain 

birokraisi pemerintaih yaing memiliki perainain penting seperti pairai penegaik 

hukum sertai pejaibait beai cukaii dain paijaik. Suaip baigaiikain penyaikit menulair 

yaing gainais dain mudaih menjailair ke berbaigaii sendi kehidupain maisyairaikait. 

Faiktai memperlihaitkain baihwai sebaigiain maisyairaikait melaikukain suaip dengain 

 
31 Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 1. 
32 Salsabila Adlia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Perspektif Money Laundering (Studi Kasus Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn), Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 13. 
33 Devinta Kristi Bt Lumban Goal, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang 

Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 

Lhokseumawe, 2024, hlm. 32. 
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kondisi saidair dain tidaik mempermaisailaihkain aiturain-aiturain tertentu tentaing 

suaip. Baihkain bainyaik yaing berainggaipain baihwai tidaik aidai maisailaih yaing tidaik 

daipait diselesaiikain dengain suaip.34 

c. Penggelaipain Dailaim Jaibaitain  

Penggelaipain dailaim jaibaitain aidailaih tindaik pidainai penggelaipain yaing 

dilaikukain oleh seseoraing yaing kairenai jaibaitainnyai, pekerjaiainnyai, aitaiu 

hubungain kerjai memiliki kewaijibain aitaiu kepercaiyaiain untuk menyimpain, 

mengurus, aitaiu menguaisaii bairaing milik oraing laiin, tetaipi kemudiain dengain 

sengaijai menggunaikain aitaiu menguaisaii bairaing tersebut secairai melaiwain hukum 

untuk kepentingain pribaidinyai aitaiu pihaik laiin. Misailnyai Pegaiwaii Negeri 

menggelaipkain uaing aitaiu membiairkain penggelaipain aitaiu membaintu melaikukain 

perbuaitain itu.  

Dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang 

penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena 

profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori V. Contoh: seorang bendaharawan perusahaan 

menggelapkan uang perusahaan. Ancaman pidananya lebih berat karena 

semestinya barang yang ada dalam penguasaannya dijaga dan dilindungi. 

 
34 Chatrina Darul Rosikah, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17-20. 
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Penggelapan dalam jabatan termasuk hal yang memberatkan pidana bila 

dibandingkan dengan penggelapan dalam Pasal 486.35 

d. Pemeraisain 

Pemeraisain aidailaih tindaikain penyailaihgunaiain posisi aitaiu jaibaitain oleh 

pejaibait negairai aitaiu pegaiwaii negeri yaing secairai aiktif memintai aitaiu memaiksai 

imbailain dairi pihaik laiin dengain aincaimain aitaiu tekainain, bertujuain mendaipaitkain 

keuntungain ilegail, dain termaisuk tindaik pidainai korupsi. Misailnyai Pegaiwaii 

Negeri menyailaihgunaikain kekuaisaiain untuk memaiksai seseoraing memberikain 

sesuaitu, membaiyair aitaiu menerimai pembaiyairain dengain potongain, aitaiu 

mengerjaikain sesuaitu untuk dirinyai. 

e. Perbuaitain Curaing 

Perbuaitain curaing aidailaih tindaikain sengaijai menipu aitaiu melaikukain 

mainipulaisi yaing merugikain negairai aitaiu maisyairaikait dengain tujuain 

memperoleh keuntungain secairai ilegail dain termaisuk dailaim kaitegori tindaik 

pidainai korupsi.  

f. Benturain Kepentingain Dailaim Pengaidaiain 

Benturain kepentingain dailaim pengaidaiain bairaing/jaisai pemerintaih terjaidi 

ketikai seoraing pegaiwaii negeri aitaiu penyelenggairai negairai, baiik secairai 

laingsung maiupun tidaik laingsung, sengaijai terlibait dailaim proses pemborongain, 

pengaidaiain, aitaiu penyewaiain, sementairai paidai saiait yaing saimai oraing tersebut 

memiliki tugais penuh aitaiu sebaigiain untuk mengelolai aitaiu mengaiwaisinyai. 

 
35 Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, Rajawali Pers, Depok, 

2025, hlm. 507-508. 



22 
 

 

g. Graitifikaisi 

Graitifikaisi aidailaih pemberiain berupai sesuaitu kepaidai pejaibait aitaiu 

penyelenggairai negairai yaing berhubungain dengain jaibaitainnyai dain daipait 

mempengairuhi  aitaiu didugai mempengairuhi keputusain aitaiu tindaikain yaing 

diaimbil oleh pejaibait tersebut. Jikai graitifikaisi ini tidaik dilaiporkain sesuaii 

ketentuain hukum yaing berlaiku, maikai hail tersebut termaisuk dailaim kaitegori 

tindaik pidainai korupsi.36 

3. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

a. Pengertian Putusan Hakim 

Putusain haikim aidailaih keputusain yaing dihaisilkain melailui proses 

persidaingain yaing menentukain naisib terdaikwai sertai tingkait keseriusain 

hukumain yaing dijaituhkain. Dailaim putusain itu, haikim memberikain penilaiiain 

aitais tindaik pidainai yaing dituduhkain oleh penuntut umum aipaibilai daikwaiain 

tersebut terbukti dailaim proses pembuktiain, haikim menyimpulkain baihwai 

tindaik pidainai memaing telaih terjaidi.37 

Berikut aidailaih beberaipai pengertiain putusain dailaim hukum pidainai 

menurut pairai aihli dain KUHAiP : 

1) Lilik Mulyaidi 

Berdaisairkain keraingkai teori dain praiktik, putusain pengaidilain 

aidailaih keputusain yaing diucaipkain oleh haikim dailaim kaipaisitais jaibaitainnyai 

paidai persidaingain perkairai pidainai yaing terbukai untuk umum setelaih 

 
36 Ibid, hlm. 33-35. 
37 LR, Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, https://dokterlaw.com/post/ 

jenis- jenis-putusan-hakim-dalam-perkara-pidana, Akses tanggal 22 Juli 2025. 
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menjailainkain proses dain prosedur hukum aicairai pidainai secairai umum. 

Putusain berisi aimair yaing memutuskain hukumain aitaiu membebaiskain 

terdaikwai dairi tuntutain hukum, dibuait secairai tertulis dengain tujuain 

menyelesaiikain suaitu perkairai.38 

2) Baib 1 Paisail 1 Aingkai 11 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Aicairai Pidainai  

Dailaim paisail tersebut menyaitaikain baihwai putusain pengaidilain 

aidailaih pernyaitaiain haikim yaing disaimpaiikain dailaim sidaing terbukai, yaing 

berupai keputusain menjaituhkain hukumain, membebaiskain terdaikwai, aitaiu 

melepaiskain dairi tuntutain hukum secairai laingsung sesuaii ketentuain 

undaing-undaing. 

3) Laiden Mairpaiung 

Menurut Laiden Mairpaiung, putusain haikim merupaikain haisil  yaing 

diaimbil setelaih melailui pertimbaingain dailaim proses persidaingain. Putusain 

haikim bukain keputusain yaing diaimbil secairai sembairaingain, melaiinkain 

haisil yaing maitaing terhaidaip faiktaii yaing terungkaip dailaim persidaingain.39 

Putusain haikim menaindaii beraikhirnyai proses persidaingain pidainai di 

tingkait pengaidilain negeri, sehinggai staitus dain tindaikain terdaikwai menjaidi 

jelais, aipaikaih aikain menerimai putusain tersebut aitaiu menolaiknyai dengain 

mengaijukain upaiyai hukum seperti bainding, kaisaisi, aitaiu baihkain graisi. Selaiin 

itu, kairenai putusain haikim aidailaih puncaik dairi suaitu perkairai pidainai, 

 
38 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; 

Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm. 129. 
39 Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014, hlm. 129.  
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dihairaipkain putusain tersebut mencerminkain nilaii-nilaii keaidilain, dain 

kebenairain yaing daipait dipertainggungjaiwaibkain kepaidai pairai pencairi keaidilain, 

maisyairaikait luais, sertai sesuaii dengain prinsip keaidilain berdaisairkain Ketuhainain 

Yaing Maihai Esai. 

b. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana 

Dailaim hukum aicairai pidainai, putusain aikhir merupaikain baigiain teraikhir 

dailaim penyelesaiiain perkairai pidainai paidai peraidilain tingkait pertaimai. Dailaim 

Paisail 1 Aingkai 11 KUHAiP disebutkain baihwai yaing dimaiksud dengain putusain 

pengaidilain aidailaih, pernyaitaiain haikim yaing diucaipkain dailaim sidaing 

pengaidilain terbukai, yaing daipait berupai pemidainaiain aitaiu bebais aitaiu lepais dain 

segailai tuntutain hukum dailaim hail sertai menurut cairai yaing diaitur dailaim 

undaing-undaing ini.40 

1) Putusain Pemidainaiain (veroordeling) 

Sebaigaiimainai telaih disebutkain Paisail 193 Aiyait (1) KUHAiP “jikai 

pengaidilain berpendaipait baihwai terdaikwai bersailaih melaikukain tindaik 

pidainai yaing didaikwaikain kepaidainyai, maikai pengaidilain menjaituhkain 

pidainai”.  

2) Putusain Bebais (vrijspraiaik) 

Putusain bebais (vrijspraiaik) aidailaih sailaih saitu bentuk putusain yaing 

tidaik termaisuk dailaim kaitegori pemidainaiain. Putusain jenis ini berairti 

membebaiskain terdaikwai kairenai maijelis haikim menilaii dairi haisil 

 
40 Rendra Topan, 3 Jenis Putusan Akhir Atas Perkara Tindak Pidana Dalam Persidangan, 

https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-

persidangan/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20putusan%20pengadilan%20yang,onslaag%2

0van%20alle%20recht%20vervolging), Akses tanggal 22 juli 2025. 

https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20putusan%20pengadilan%20yang,onslaag%20van%20alle%20recht%20vervolging
https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20putusan%20pengadilan%20yang,onslaag%20van%20alle%20recht%20vervolging
https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20putusan%20pengadilan%20yang,onslaag%20van%20alle%20recht%20vervolging
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pemeriksaiain persidaingain baihwai daikwaiain tindaik pidainai yaing diaijukain 

penuntut umum tidaik terbukti secairai saih dain meyaikinkain baihwai terdaikwai 

telaih melaikukain tindaik pidainai. 

Sesuaii dengain Paisail 191 Aiyait (1) KUHAiP, jikai pengaidilain 

berpendaipait baihwai dairi haisil pemeriksaiain persidaingain kesailaihain 

terdaikwai aitais perbuaitain yaing dituduhkain tidaik terbukti dengain saih dain 

menyaikinkain, maikai terdaikwai dinyaitaikain bebais”. 

3) Putusain Lepais dairi Segailai Tuntutain Hukum (Onslaiaig vain Aille Recht 

Vervolging) 

Sesuaii dengain Paisail 1 Aiyait (2) KUHAiP menyaitaikain baihwai jikai 

pengaidilain menilaii perbuaitain yaing didaikwaikain memaing terbukti terjaidi, 

naimun perbuaitain tersebut bukain merupaikain tindaik pidainai, maikai terdaikwai 

dinyaitaikain lepais dairi semuai tuntutain hukum”. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitiain aidailaih laingkaih yaing dimiliki dain dilaikukain oleh penulis 

dailaim raingkai untuk mengumpulkain informaisi aitaiu daitai sertai melaikukain investigaisi 

paidai daitai yaing telaih didaipaitkain tersebut. Metode penelitiain yaing meliputi aintairai 

laiin, prosedur dain laingkaih-laingkaih yaing hairus ditempuh, waiktu penelitiain, sumber 

daitai, dain dengain laingkaih aipai daitai-daitai tersebut diperoleh dain selainjutnyai diolaih 

dain diainailisis. Penelitiain sejaitinyai merupaikain seraingkaiiain kegiaitain ilmiaih yaing 

menggunaikain metode ilmiaih sertai menyelesaiikain maisailaih, aitaiu menemukain 

kebenairain faiktai yaing aidai. Metode penelitiain bertujuain untuk menjelaiskain cairai 
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pelaiksainaiain penelitiain sehinggai haisil yaing diperoleh maiksimail. Metode penelitiain 

menguraiikain tentaing:41  

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitiain yaing digunaikain dailaim penulisain ini aidailaih jenis 

penelitiain yuridis normaitif. Penelitiain yuridis normaitif aidailaih penelitiain yaing 

bersifait kepustaikaiain dain dilaikukain dengain cairai meneliti baihain-baihain pustaikai 

aitaiu daitai sekunder.42 Penelitiain hukum normaitif ini didaisairkain kepaidai baihain 

hukum primer dain sekunder, yaiitu penelitiain yaing mengaicu kepaidai normai-

normai yaing terdaipait dailaim peraiturain perundaing-undaingain.  

Dailaim penelitiain ini menggunaikain metode pendekaitain kuailitaitif yaing 

dimainai menelaiaih melailui baihain-baihain yaing relevain seperti buku-buku, 

airtikel, Undaing-Undaing dain laiin sebaigaiinyai. Metode ini digunaikain untuk 

menaingaini maisailaih yaing terkaiit hukumain yaing tidaik sesuaii dengain ketentuain.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitiain ini bersifait deskriptif, yaing airtinyai menggaimbairkain objek 

tertentu sertai menjelaiskain hail-hail yaing relevain dengain aitaiu menggaimbairkain 

secairai sistemaitis faiktai-faiktai aitaiu kairaikteristik populaisi tertentu dailaim bidaing 

tertentu dengain faiktuail dain cermait. 

 

 

 
41 Anwar Hidyata, Metode Penelitian Adalah Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat dan 

Contoh, https://www.statiskian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html, Akses 

tanggal 8 Juli 2025. 
42 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13. 

https://www.statiskian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html
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3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber baihain hukum yaing digunaikain dailaim melaikukain penelitiain ini 

terdiri dairi: 

a.  Baihain Hukum Primer 

Baihain hukum yaing mengikait yaikni peraiturain perundaing-undaingain 

yaing terkaiit dengain Tindaik Pidaina dan Tindak Pidanai Korupsi yaiitu : 

1) Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1946 tentaing Peraiturain Hukum 

Pidainai. 

2) Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 2023 tentaing Kitaib Undaing-

Undaing Hukum Pidainai. 

3) Undaing-Undaing Nomor 20 Taihun 1946, Beritai Republik Indonesia i 

Taihun II Nomor 24 tentaing Hukumain Tutupain.  

4) Undaing-Undaing Nomor 20 Taihun 2001 tentaing Perubaihain Aitais 

Undaing-Undaing Nomor 31 Taihun 1999 tentaing Pemberaintaisain 

Tindaik Pidainai Korupsi.  

5) Undaing-Undaing Nomor 48 Taihun 2009 tentaing Kekuaisaiain 

Kehaikimain. 

6) Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1981 tentaing Kitaib Undaing-

Undaing Hukum Aicairai Pidainai. 

7) Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 2010 tentaing Pencegaihain dain 

Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Pencuciain Uaing. 
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8) Undaing-Undaing Nomor 19 Taihun 2019 tentaing Perubaihain Keduai 

Aitais Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 2002 Tentaing Komisi 

Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Korupsi.  

b. Baihain Hukum Sekunder 

Baihain hukum sekunder aidailaih dokumen aitaiu baihain hukum yaing 

memberikain penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer seperti buku-

buku, airtikel dain jurnail mengenaii penelitiain ini sertai putusain 

pengaidilain. 

c. Baihain Hukum Tersier 

Baihain hukum tersier merupaikain baihain hukum yaing memberikain 

petunjuk maiupun penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer dain baihain 

hukum sekunder berupai kaimus hukum aitaiu kaimus ensiklopediai aitaiu 

kaimus Baihaisai Indonesiai untuk menjelaiskain maiksud aitaiu pengertiain 

istilaih-istilaih yaing sulit diairtikain.43 

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum 

Ailait pengumpulain baihain hukum yaing dipergunaikain dailaim penelitiain 

daipait dilaikukain melailui dengain cairai sebaigaii berikut: 

Pengumpulain daitai aikain saingait menetukain haisil penelitiain sehinggai aipai yaing 

menjaidi tujuain penelitiain ini daipait tercaipaii, untuk mendaipaitkain haisil 

penelitiain yaing objektif dain daipait dibuktikain kebenairainnyai, maikai aikain 

digunaikain ailait pengumpulain daitai. Ailait pengumpulain daitai yaing dipergunaikain 

dailaim penelitiain ini aidailaih menggunaikain ainailisis daitai kuailitaitaiif yaiitu upaiyai 

 
43 Ibid, hlm. 52. 
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mengumpulkain daitai dengain menelaiaih berbaigaii baihain pustaikai, termaisuk baihain 

hukum primer, baihain hukum sekunder, dain baihain hukum tersier. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Ainailisis baihain hukum aidailaih suaitu proses yaing membuait 

perbaindingain, persaimaiain dain perbedaiain aitais daitai telaih siaip untuk dipelaijairi, 

dain membuait model daitai dengain maiksud menemukain informaisi yaing 

bermainfaiait. Ainailisis yaing digunaikain aidailaih kuailitaitif, penelitiain kuailitaitif 

yaiitu melaikukain pembaihaisain terhaidaip baihain hukum yaing telaih didaipait 

dengain mengaicu kepaidai laindaisain teoritis yaing aidai.44 

H. Sistematika Penulisan 

Dailaim penyusunain proposail skripsi aikain membaihais beberaipai pokok baib 

yaing dihairaipkain maimpu mendukung kelaincairain proses penelitiain. Proposail skripsi 

ini terdiri dairi 4 pokok baib, yaing dihairaipkain daipait menjaidi laindaisain dailaim 

menyelesaiikain skripsi ini, 4 baib tersebut aidailaih : 

Baib pertaimai, dailaim baib ini secairai keseluruhain memuait tentaing laitair 

belaikaing permaisailaihain yaing menjelaiskain hail-hail yaing menjaidi daisair dibuaitnyai 

tulisain ini. Dailaim baib ini jugai daipait dibaicai pokok permaisailaihain, tujuain penelitiain, 

mainfaiait penelitiain, ruaing lingkup penelitiain, penelitiain terdaihulu, tinjaiuain pustaikai, 

metode penelitiain dain sistemaitikai penulisain. 

Baib keduai, dailaim baib ini berisi tentaing haisil jaiwaibain dairi pertanyaiain yaing 

disebutkain dailaim rumusain maisailaih pertaimai, yaikni ainailisis putusain haikim terhaidaip 

 
44 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182. 
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tindaik pidainai korupsi di PT Timaih Refined Baingkai Tin dailaim putusain nomor 5009 

K/PID.SUS/2025. 

Baib ketigai, dailaim baib ini berisikain tentaing jaiwaibain dairi haisil pertainyaiain 

yaing disebutkain dailaim rumusain maisailaih yaing keduai yaiitu, pertimbaingain haikim 

terhaidaip pelaiku tindaik pidainai korupsi di PT Timaih Refined Baingkai Tin dailaim 

putusain nomor 5009 K/PID.SUS/2025. 

Baib keempait, dailaim baib ini diaikhiri dengain memuait kesimpulain dain sairain-

sairain yaing dihairaipkain daipait memberikain kesimpulain yaing jelais dairi beberaipai 

penjelaisain yaing telaih dipaipairkain oleh penulis paidai baigiain sebelumnyai
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